
 
 
 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR  16  TAHUN 2013 

 
TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS  

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010-2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan 
umum sesuai kebijakan dan prioritas secara sistematis, 

terpadu dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2010-2014, perlu disusun rencana 

strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum; 
b. bahwa peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Tahun 2010-2014, sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan atas 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Tahun 2010-2014; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5316); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4663); 

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2010–2014; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 181); 

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Sekretariat Jenderal 
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan 
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG 
PERUBAHAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010-2014. 

 

 
PASAL I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 

2010-2014 diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

Naskah Renstra Bawaslu Tahun 2010 – 2014 telah diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini. 

 



2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 
Bawaslu dengan didukung Sekretariat Jenderal Bawaslu melaksanakan program 

dalam Renstra Bawaslu tahun 2010-2014 yang dituangkan kedalam rencana kerja 
tahunan dalam bentuk Renja Bawaslu. 
 

 
Pasal II 

Segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Tahun 2010-2014 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum ini. 
 
 

Pasal III 
Peraturan Pengawas Pemilihan Umum  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 
Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal  8 Oktober 2013       
 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

Ttd. 
 

 

MUHAMMAD 
 
 

 
 


